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PUTUSAN
Nomor 161/Pdt.G/2017/PA Wtp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan PT Mega Putra, tempat kediaman di Kabupaten

Bone, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Makelar, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sekarang
berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabuparen Bone sebagai

Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor
161/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 02 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah
menikah pada hari Senin, tanggal 08 September 2003 berdasarkan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 283/11/X11/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai
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Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten
Bone, bertanggal 08 Desember 2003.

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama-sama
selama 12 (dua belas) tahun di rumah orang tua Tergugat dan pernah
tinggal di BTN Bone Biru Permai dan bergaul sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Lan Erlanga, umur 12
tahun, kini disuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun,
namun memasuki tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan memuncak pada akhir bulan Oktober 2016, Tergugat
ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ekarang telah menjalani hukuman;
4. Baha perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat isebabkan karena:

- Tergugat peminum;
- Tergugat pemakai narkoba;
- Tergugat sering menganiaya Penggugat;

5. Bahwa perilaku Tergugat tersebut, Penggugat dan pihak keluarga telah
berusaha untuk mrukunkan kembali, namun Tergugat dan pihak
keluarganya tidak pernah menemui Penggugat;

6. Bahwa dan perilaku Tergugat tersebut tetap berlangsung dan
menganiaya Tergugat saatPenggugat mengunjungi Tergugat di lembaga,
akhirnya Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat tersebut an sudah
tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada tiga
bulan lamanya; kejadian tersebut di atas, sejak tahun 2009 Penggugat dan
Tergugat telah pisah ranjang sampai mencapai kurang lebih 7 (tujuh) tahun
lamanya.

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattersebut,
Penggugat telah berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dan
dengan menempuh jalur hukum perceraian pada kantor Pengadilan Agama
Watampone dengan memohon sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
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2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (Dewi Muhammad alias Dewi Astuti bin Muh. Jamaluddin)
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;
4. dan atau mohon putuan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya Nomor 161/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 17
Februari 2017 dan 03 Maret 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma
Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat
gugatan Penggugat tertanggal 02 Februari 2017 dalam sidang tertutup untuk
umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 283/11/X11/2003 bertanggal 08
Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh
ketua majelis di beri tanda P;

B. Saksi:
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1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Nutri
Food Indonsia, bertempat kediaman di Jalan Sungai Berantas, Kelurahan
Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tidak ada
hubungan keluarga dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Junaedi adalah suami

Penggugat ;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah tinggal

bersama selama 12 tahun di rumah orang tua Tergugat dan pernah
tinggal di BTN Bone Biru dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri
dan telah dikaruniai seorang anak bernama lan Erlangga, anak trsebut

diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Trgugat sering berkata
kasar sama enggugat bahkan Tergugat menjalani hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan Bone;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat peminum dan
pemakai narkoba bahkan Tergugat sering menganiaya Penggugat dan
selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering

berkata kasar kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada

Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga

bertempat kediaman di Dusun |, Desa Lamurukung, Kecamatan Tellu

Siattinge, Kabupaten Bone, adalah adik kandung Penggugat di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Junaedi adalah suami Penggugat
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah tinggal

bersama di rumah orang tua Tergugat dan pernah tinggal di BTN Bone
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Biru dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak bernama lan Erlangga, anak trsebut diasuh oleh

Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

baik dan rukun, namun pada tahun 2003 sering terjadi perselisihan

karena Tergugat telah menjalani hukuman
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sejak akhir bulan Oktober 2016 sudah 6 bulan lamanya karena
Tergugat memukul Penggugat di depan saksi, Tergugat berada di

tahanan Lapas Bone karena pemakainarkoba ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada

Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan memberikan

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula minta diputuskan
hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan
Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai
ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa
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tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut
dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada
keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus karena
Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Bone disebabkan Tergugat
diberi sangsi hukuman pidana karena peminum narkoba,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka
1sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.,
serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)
adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada
hari Senin tanggal 08 September 2003 di Kecamatan Tellu Siattinge dan telah
diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
angka 2 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai
angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Senin tanggal 08 September 3003 di Kecamatan Tellu Siattinge,

Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya

pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2003, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

terjadi perselisihan karena Tergugat peminum narkoba yang mengakibatkan
Tergugat di jatuhi hukuman pidana pejara di Lembaga Pemasyarakatan

Bone;
4. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut

keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::
1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum

sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya

tidak ada keharmonisan sejak tahun 2003 karena diwarnai perselisihan terus
menerus, sampai Tergugat pada tahun 2016 dijatuhi hukuman pidana

penjara karena mimum narkoba;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali
walaupun pihak keluarga telah berupaya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz Il hal. 149, yang

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :
aindly sseall glow; 1> ojjailsl aplsil o, Lasl, 3 ols
ade oS=lg

Artinya : “Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena
Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh
menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian

menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f).
Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat
telah cukup beralasan dan terbukti dan Penggugat sudah tidak dapat
didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan
hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat
tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap
dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor
7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama
Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
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Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan dan Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara

ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mater 2017 Miladiyah, bertepatan
dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Drs. H. Muh.

Kasyim, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 161/Pdt.G/2016/PA Wtp
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Bintang, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadir Tergugat;

Hakim Anggota; Ketua Majelis;

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H Dra. Hj. Nurmiati, M.HI
Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim, M. H Panitera pengganti;

Bintang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 150.000.00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H
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